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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINS| KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 2.8 /DPK/2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Bahwa setiap penyelenggara pelayanan informasi publik wajib menyusun,
menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan serta menetapkan
maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara,
kebututan masyarakat, dan kondisi lingkungan ;

b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam pembuatan maklumat pelayanan
informasi publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan
dengan keputusan kepala dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi

kalimantan barat ;

Menimbang : a.

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah di
ubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang nomor 6 Tahun
2023 tentang peraturan penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Barat
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU
Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); '

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan

Informasi Publik ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 741

Tambahan berita Negara Republik Indonesia Nomor 37), ;

Mengingat .
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8. Peraturan Menteri dalam Negeri republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan dokumentasi
Kementrian dalam Negeri dan Pemeintahan Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157),Pelayanan Publik secara
Nasional,

9.  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah konkuren Bidang Komunikas
dan Informatika ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1026);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan dokumentasi di
Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat:

11. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor : 7DISKOMINFO/2020
tentang pembentukkan pejabat layanan Informasi dan Dokumentasi di
lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU Menetapkan Maklumat pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perpustkaan
dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam
keputusan ini;

KEDUA . Maklumat Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum
kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan Informasi
publik dan komitmen dalm melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas
Perpustkaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat;

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di pontianak
Pada tanggal |1-0l- 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN l
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LAMPIRAN
E§EX$USAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN
NOMOR : 28 /DPK/2024
LiNJANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
A DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINS| KALIMANTAN BARAT

_ Maklumat Pelayanan Informasi Publik
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana amanat Pasal 47 Peraturan Komisi
Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi Publik, menyatakan
kesanggupan dalam melaksanakan pelayanan berdasarkan ketenuan standar pelayanan yang baik

sesuai dengan “maklumat Pelayanan Informasi Publik” Sebagai Berikut :

1. Dasar Hukum
1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun

2008 tentang keterbukaan Informasi Publik ;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengeloaan

layanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi
Publik ;

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat ;

6. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 Tentang
Pembentukkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

2. Sistem
1. Permohonan Informasi datang Langsung/Offline

2. Pemohonan Informasi Online

Mekanisme
1. Melalui Permohonan Innformasi sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (PerKl) Nomor

1 Tahun 2021 Pasal 27 dan Pasal 22 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Melalui Website PPID Utama Provinsi Kalimantan Barat

Prosedur
Melalui Meja Layanan Informasi pada Dnas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan

Barat dengan mencatat Nomor Register permohonan dan memberikan tanda terima
permintaan informasi

3. Jangka waktu penyelesaian
10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan Informasi diterima oleh pejabat pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID), pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan Informasi yang diminta berada dibawah
penguasaan nya atau tidak. PPID pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7
(tujuh) hari kerja

4. Biaya/ Tarif
Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) menyediakan Informasi Publik secara
Gratis ( tidak dipungut biaya), sedangkan Untuk penggandaan, pemohon/pengguna Informasi
Publik dapat melakukan Penggandaan/Fotocopy sendiri disekitar Gedung Badan Publik (PPID)
setempat atau Biaya Penggandaan ditanggung oleh pemohon Informasi.
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Jaminan Pelayanan

a. Siap melaksanakan Informasi publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008
tentang pelayabnan publik

b. Menjaga kemitraan dengan Media massa dan seluruh stakeholders dalam mendukung
keseimbangan pemberitaan dan citra pemerintahan ;

c. Siap memberikan pelayanan informasi kepada setiap pemohon Informasi sesuai dengan
Prosedur dan pedoman pelayanan Informasi sebagaimana Undang- Undang dan
peraturan yang berlaku ;

d. Siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang
berlaku :

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi Kinerja melalui rapat internal secara berkala ;
Memperbaharui daftar Informasi dan Dokumentasi Publik ;
Melakukan uji Konsekuensi ;

Melakukan Survey kepuasan Masyarakat ;
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